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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 52 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa daIam rangka tertib administrasi pengelolaan 
keuangan desa perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

b. bahwa Peraturan Bupati TasikmaIaya Nomor 29 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di 
Kabupaten TasikmaIaya sudah tidlak sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No~or 2{) Tahun 2018 
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan selagaimana dimaksud 
daIam huruf a dan huruf b, perlu m n etapkan Peraturan 
Bupati TasikmaIaya tentang Pe oman Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupa ten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat , (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tah¥n 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakatta dan Kabupaten 
Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten DaIam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan LembaJ;"an Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesi~ Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 
5495); 

I 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terak1:p.ir dengan Undang­
Undang Hornor "9 Tabun 201'5 tentang PerubabanKedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tfiliun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 1ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembarfill Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 56(1) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undrg Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor S539) sebagaimana 
telah diu bah den gan Peraturan Pe:p1erintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentan g Perubahan atas Peratu ran 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 201 5 omor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

7 . Peraturan Pemerin tah Nomor 60 Tfiliun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2014 No or 168, Tambahan Lembaran Negara 
Repu lik In donesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
beberap diubah, tecakhir dengan Peraturan 
Pemeri tah No r 8 Tah un 20 16 tentang Peru bahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah omor 60 Tahun 2014 
ten tan Dan a Desa yang BersuIIljber dari Anggaran 
Pendapa tan dan Belanja Negara (Lembara n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Namor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang emilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
1ndonesia Tahun 2014 omor 2092) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 
Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1221); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ; 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhtentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) ; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No,nor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
1Berita Negara Republik Indonesia lahun 2016 Nomor S) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 201 7 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Neg~ri Nomor 83 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1223) ; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia 1'ahun 2016 Nomor 53, ; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No~or 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 20 16 
tentang Laporan Kepala Desa(Beri1!a Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri NOIpor 47 Tahu n 2016 
tentang Administrasi Pemerintahan besa (Berita Negara 
Republik ndonesiaTahun 2016 Nomqr 1100); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No~or 110 Tahu n 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Rep blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 
Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahu n 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan pesa dan Lembaga 
adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 
Nomor 569); 
Peratu ran Menteri Dalam Negeri Norpor 20 Tahu n 2018 
tentang Pen ge oiaan euangan Desa fBerita Negara 
R pub ik In onesia Tahun 201 8 Nomor 611); 
Perat ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
20 16 entang Tata Cara Pembentu~an Produ k Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 N mor 1); 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikroalaya Nomor 3 
Tahun 201 6 ten tang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
fLembaran Daerah Kabupaten 1'as:iktbaiaya 1'ahun 2016 
Nomor 3) ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Desa (LembaraIf Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2 ); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tas~malaya Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tabun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 
Nomor6 ). 



, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOly1AN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan : 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Jar'a Barat. 

3. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pernerintah Daerah yang rnernimpin 
pelaksanaan urusan pernerintah yang menjadi kewenangan 
daerah otonorn; 

4. Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmal~ya. 

5. APBD Kabupaten adalah APBD Kabupaten Tasikmalaya. 

6 . Bupati adalah Bupati Tasikrnalaya. 

7 . Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya . 

8. Camat adalah Carna di Kabupaten Tasil,<:rnalaya . 

9. Desa adalah kesat an rnasyarakat hl1ku rn yang rnemiliki 
batas wilaya h y g berwenang untuk rnengatur dan 
rnengurus urusan p rnerintahan, kepe;ntingan rnasyarakat 
seternpa e das kan prakarsa rna syaraka t , hak a sal usul, 
dan I a ta hak tradi ional yang diakui qan dihormati dalam 
sistern pern rintaha Negara Kesatuan Repubtik Indonesia. 

10. Pernerintahan Desa adalah penye~enggaraan u rusan 
pernerintahan dan kepentingan rnasyarakat seternpat dalam 
sistern pernerin tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Pemerintah Desa dalah Kepala Desfldibantu Perangkat 
Desa sebagai u n su r penyelen ggara PerneHntahan Desa. 

12. Kepala D sa adalah pejabat Pernern tah Desa yang 
rnernpunyai wewe ang, tugas dan kewajiban untuk 
rnenyelen ggarakan rurnah tangga Desanya dan 
rnelaksanaka n tugas dari Pernerintah dan Pernerintah 
Daerah. 

13. Badan Perm syawaratan De a yang selanjutnya disebut 
BPD adalah lernbaga yang rnelaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya rnerupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
keterwakilan perernpuan yang ditetapk, secara dernokratis. 

14. Keuangan Desa adalah sernua hak dan I<ewajiban Desa yang 
dapat diniiai dengan uang serta segala s f suatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah k~seluruhan kegiatan 
yang rneliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 



16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang 
disebut Musrenbangdes adalah musYCliwarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa 
untuk menetapkan prioritas, progrF' kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang dldanai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, 
danfatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 

18. Rencana 
RKPDe a , 
J angka 

KeIja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
a a l e 'abaran dari Rencana Pembangunan 

e gah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Penda pa tan dan Belanja De~a yang selanjutnya 
disebut dengan A B Desa adalah rencana keu angan 
tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati 
bersama oieh l3adan Pennusyawaratan Desa dan Pemerint ah 
Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan pesa. 

20 . Rekening Kas Desa a dalah rekening tempat menyimpan 
uang Pemerintaha Desa yang mrnampung seluruh 
penerimaan Desa dan diguna an untuk membayar seluruh 
p ngeluaran esa dalam 1 ( at ) reken g pada Bank yang 
ditetapkan. 

2 . Penda a tan ada sem a enerimaan pesa dalam 1 (satu) 
tahun a g m njad ' hak Desa dan tidak perlu 
dikembali an oleh Desa . 

22. Bela 'a Des a a sem a engeluaran yang meru pakan 
kewajib Desa dalam 1 (satu ) tah un anggaran yang tidak 
akan di 'erima kemb i leh Desa. 

23. Pem iaya n D sa dalah emua pen erimaan yang per1u 
dibayar k m i danfatau pen ge uaran yang akan diterima 
kembali, aik pad tahu n anggaran r a n g bersangkutan 
mau pu n pa a ta 1un anggaran berikutnya. 

24 . Pener'maan Desa a alah uang yang berasal dari seluruh 
pendap tan des d n penerimaan pembiayaan desa yang 
masu ke eken ing kas desa. 

25. Pen gel aran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB 
Desa melalui reke ing kas desa. 

26. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang 
pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa. 

27. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah 
perhitungan banyaknya biaya yang dipedukan untuk bahan 
dan upah, serta b iaya lain yang befuubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan. 

28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 
pendapatan desa dengan belanja desa. 



29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
pedapatan desa dengan belanja desa. 

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang relanjutnya disingkat 
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, 
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. 

33. Dokumen Pel aan Perubahan Anggaran yang 
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat 
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam Perubahan APB Desa da;nfatau Perubahan 
Penjabaran APB Desa. 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanju tnya 
disingkat DPAL ad ah dokumen yang memuat kegiatan, 
anggaran dan rencana penarikan d~a untuk kegiatan 
lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun 
anggaran ebel mn a. 

35. Pengadaan barang/ jasa Desa yang ~elanjutnya disebut 
dengan penga aan barang/jasa adalah kegiatan untuk 
mem perole barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 
dilakukan me alui swakelola dtn/atau penyedia 
barang/ ja a . 

36. Rencana gg ran Kas Desa yang se1rub.jutnya disebut RAK 
Desa adalah dok men yan g memu at arus kas masuk dan 
arus kas kel l yang diguna an mengAtur penarikan dana 
dari rekening kas u ntu k men danai peng~luaran-pengeluaran 
berdasarka DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

37 . Su at Perm·ntaan mbayaran yang stianju tnya disingkat 
SPP adalah dok men pengajuan u ntuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. 

38. Pemegang ekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai 

I kewenangan menyelen ggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Desa. 

39. Pelaksana Penge101aan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala 
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

40. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan selcretariat Desa yang menjaiankan 
tugas sebagai koordinator PPKD. 



41. Kepala Urusan, yang selanjutnya dlsebut Kaur, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 

42 . Kepala Seksi, yang selanjutnya di~ebut Kasi, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

43. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, f).nggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Kabupaten. 

44. Dana Desa, yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pen apatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 
dan digunakan untuk membiay~ penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaa n pembangu nan, pembinaan 
kemasyaral<:atan, dan pemberdayaan masyarakat . 

45. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 
Anggaran Pendapa an dan Belanja Daerah kabupaten/ kota 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

46. Bagian Dari Hasil ajak dan Retdbusi Daerah yang 
selanjutnya disebut PBH {Penerimaan bagi hasii, a daiah 
dana yang diterima desa dari Bagi Has~l Pajak Daerah dan 
Retrib i Daerah. 

47. Bantuan Keuangan Bersifat Umum adalah bantuan 
keuangan dari pemerin tah provinsi, petnerintah kabu paten 
kepada desa yang peruntukannya belum ditetapkan oleh 
pemberi bantuan. 

48. Bantuan eu angan Bersifat Khusus adalah bantuan 
keuangan dari pemerintah provinsi, pemerin tah kabupaten 
kepada desa yang peruntukannya sudah ditetapkan oleh 
pemberi bantuan. 

49. Peraturan Desa yang selanjutnya dis~but Perdes adalah 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepalcati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa . 

50. Badan Usaha Mi ik Desa, selanjutnya tlisebut BUM Desa, 
adalah badan usaha yang seluruh a tau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang b ra sal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola ase , jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

51. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit 
pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, 
inspektorat daerah prOVInS!, dan inspektorat daerah 
kabupaten/ kota. 

52. Peraturan Kepala Desa adaiah Peraturan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 



53. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang 
ditandatangani Kepala Desa sesuai der gan kewenangannya 
dan bersifat konkrit, individual, serta final. 

Bagian Kedua 

Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 2 

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas: 
a. transparan, yaitu prinsip-prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untu.k mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi se1uas-luasnya tentang 
pengelolaan keuangan desa; 

b. akuntabel yaitu pengelolaan keuangan desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
pe t pe g- ndangan; 

c. partisipatif yaitu melibatkan peran serta masyarakat 
dan lembaga kemasya rakatan dalam pengelolaan 
keuangan desa; 

d . tertib yaitu pen elolaan keuangan desa dikelola secara 
tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bu kti 
bukti administrasi ang dapat diperclmggungjawabkan; 

e. disiplin anggar yaitu pengelolaan keuangan desa 
harus dilakuka sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) APB Desa erupakan dasar pengelol~an keuangan Desa 
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Dtysember. 

BAB U 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 3 

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa 
dalam k pemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekua saan pengelolaan 
keu angan desa sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), 
mempunyai kewenangan : 

a. menetapkan kebijakan ten tang pelaksanaan APB Desa; 
b . mene apkan kebijakan ten tang pengklolaan barang milik 

Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban APB Desa ; 
d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 
g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa 
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat 
Desa selaku PPKD. 



(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PI}PKD kepada PPKD 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

(5) Dalam hal Kepala Desa berhenti, berhalangan tetap, maka 
kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dipegang oleh 
Penjabat Kepala Desa. 

(6) Dalam hal Kepala Desa berhenti seIjIlentara, cuti, maka 
kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dipegang oleh 
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Desa yang ditetapkan dengan 
keputusan Camat. 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal4 

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3) terdiri atas: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kaur dan Kasi; dan 
c. Kaur Keuangan. 

Pasal 5 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimak~ud dalam Pasa! 4 
huruf a, bertugas sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimak~ud pada ayat (1) 

mempunyai tugas : 
a . mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan APB Desa; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 

dan rancangan perubahan APB Desa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 

Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan AFB Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan raJncangan peraturan 
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan 
Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan lapqran keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Sekretaris Desa mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

pengeiuaran APB Desa. 

Pasal6 

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 



(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Kaur tata usaha dan umum; dan 
b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Kasi pemerintahan; 
b. Kasi kesejahteraan; dan 
c. Kasi pelayanan. 

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang 

tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL seSUaI bidang 

tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kefja sarna dengan 

penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan 
yang berada dalarn bidang tugasnya; dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kepiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dilakukan 
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan 
dalarn RKP Desa. 

Pasa17 

(1) Kaur dan Kasi dalarn melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim 
yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang 
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
unsur perangkat Desa, lembaga ketpasyarakatan Desa 
dan I atau masyarakat, yang terdiri atas: 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 
pelaksana kewilayahan. 

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa. 
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada aJ'at (4) ditetapkan 

melalui keputusan Kepala Desa. 

Pasal8 

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimakspd dalarn Pasal 4 
huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas: 
a. menyusun RAK Desa; dan 



{3) 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 
menyimpan menyetorkan/membayar, menatausahakan 

I 
dan mempertanggungjawabkan peq.erimaan pendapatan 
Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB 
Desa. 

Kaur Keuangan dalam melaksanakan 
kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib 
pemerintah Desa. 

Pasal9 

fungsi 
Pajak 

PKPKD, PPKD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 
dan Pasal 6 baik secara langsung maupun tidak langsung 
dilarang melakukan kegiatan perdarangan, pekerjaan 
pemborongan dan penyedia jasa atau bertindak sebagai 
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjuaian, serta membuka 
rekening/ giro pos atau menyimpan uang p?-da suatu bank atau 
lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi yang 
berhubungan dengan pelaksanaan APB Desa. 

BABIII 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES A 

Pasall0 

( 1) APB Desa, terdiri atas : 

(2) 

~3) 

(4) 

(5) 

a. pendapatan Desa; 
b. belanja Desa; dan 
c. pembiayaan Desa. 
Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cilberi kode rekening; 
Pendapatan Desa sebagaimana dim~ud pada ayat ~ 1) 
huruf a, diklasifIkasikan menurut kelompok, jenis dan 
objek pendapatan. 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
diklasiflkasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, 
jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. 
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
diklasiflkasikan menu rut kelompok, jenis dan objek 
pembiayaan. 

Pasal 11 

(1) Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa 
diberi kode rekening. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberi kode rekening angka 4 (em pat). 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 
kode rekening angka 5 (lima). 

(4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberi kode rekening angka 6 {enam}. 



Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 12 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat {l} hur-uf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 
1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak 
perlu dikembalikan oleh Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas kelompok : 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); 
b. transfer; dan 
c. pendapatan lain. 

Pasal13 

(1) Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana 
dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atasjenis 
a. hasil usaha; 
b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. pendapatan asli Desa lainnya. 

(2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, antara lain Bagi Hasil BUM Desa. 

{3) Hasi! aset sebagaimana dimaksud patlla ayat (1) huruf b, 
antara lain terdiri atas : 
a. Pendapatan sewa Tanah kas Desa, n;teliputi: 

1. Titisara; 
2. Bengkok; 
3. Pangonan; 
4. Tanah kas Desa yang digunakGUl oleh Pemerintah 

Daerah; 
5. Pendapatan sewa Tanah kas Desa lainnya. 

b. Tambatan perahu; 
c. Pasar Desa; 
d. Tempat Pemandian Umum; 
e. Jaringan Irigasi Desa; 
f. Pelelangan Ikan Milik Desa; 
g. Kios milik Desa; 
h. Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik 

Desa; dan 
i. Hasil aset Desa lainnya berdasarkan kewenangan Desa. 

(4) Swadaya, partisipasi dan go tong royong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) h uruf c adala~ penerimaan yang 
berasal dari sumbangan masyarakat Desa berupa uang. 

(5) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk barang 
dan I atau jasa tidak diterima melalui lI"ekening kas desa, 
dicatat terpisah dan dilaporkan dalam Laporan 
Pertanggungjawaban realisasi APB Desa. 

(6) Pendapatan asli Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat {l) huruf d, antara lain hasH punguttan Desa. 



Pasal14 

(1) Pungutan desa sebagairnana dirnaksud pada Pasal 13 ayat 
(6) dapat terdiri dari : 
a . Pungutan atas jasa usaha seperti pernandian urnurn, 

wisata desa, pasar desa, pelelangan ikan, warung atau 
toko dan jenis usaha lainnya yang terdapat didesa dan 
tidak dikelola oleh desa. 

b . Pungutan terhadap pernanfaatan a f et Desa. 
c . Pungutan dari rnasyarakat desa sesuai dengan 

kewenangan desa. 

(2) Pungutan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

Pasal15 

(1) Kelornpok transfer sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 12 
ayat (2) huruf b , terdiri atas jenis : 

a. Dana Desa; 

b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten; 

c. Alokasi Dana Desa; 

d. bantuan keuangan dari APBD Provilp.si; dan 

e. bantu an keuangan APBD Kabupatem. 

(2) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dan huruf e , dapat bersifat urnurn dan Ikhusus. 

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa dan dikecualikan 
terhadap penerapan ketentuan penggunaan paling sedikit 
700/0 (tujuh puluh perseratus) dan palipg banyak 30% (tiga 
puluh perseratus). 

Pasal16 

(1) Kelornpok pendapatan lain sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal12 ayat (2) hurufc, terdiri atasjenis: 

a. penerirnaan dari hasil kerja sarna Desa; 
b. penerirnaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di 

Desa; 
I 

c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak 
ketiga; 

d . koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya 
yang rnengakibatkan penerimaan di kas Desa pada 
tahun anggaran berjalan; 

e . bunga bank; 
f. Hasil penjualan aset desa selain tanah yang tidak 

dipisahkan; 
g. Tuntutan Ganti Rugi (TGR); 
h . Pendapatan dari angsuran atau ciGilan penjualan aset 

desa selain tanah yang tidak dipisahkan; 
i. Pendapatan dari pengernbalian kelebihan belanja (Cash 

back , Diskon, kelebihan beianja iainnya, ; 



J. Pendapatan hasil dari eksekusi atas jaminan; dan 
k. pendapatan lain Desa yang sah. 

(2) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah : 
a. Pendapatan hibah dan sumbangan dari 

organisasi/lembaga swastaf perusabaan; 
b. Pendapatan hibah dan sumb~gan dari kelompok 

masyarakatl perorangan. 
(3) koreksi kesalahan belanja tahun 8.f1ggaran sebelumnya 

yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun 
anggaran beIjalan sebagaimana dim~sud pada ayat (1) 
huruf d, seperti terdapat koreksi penerimaan pendapatan 
dari dana transfer 

(4) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, diantaranya: 
a. pendapatan lain yang diperoleh dari laporan hasil 

pemeriksaan APIP berupa Kerugian keuangan Desa yang 
harus disetorkan ke kas desa; 

b. kerugian aset Desa dikarenakan an tara lain hilang, 
kecurian atau terbakar. 

(5) Kerugian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, teIjadi diluar kedinasan ,tau diluar kegiatan 
kantor. 

(1) 

{2) 

(3) 

Bagian Kedua 
Belanja Desa 

Pasal17 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembalji oleh Desa. 
Belanja Desa sebagaimana dimaks~d pada ayat {l) 
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
kewenangan Desa. 

Belanja Desa yang ditetapkan dalam Jl.PB Desa digunakan 
dengan ketentuan: 
a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah 

anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan Pemerintahan besa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
pemberdayaan masyarakat desa dan penangguiangan 
bencana, keadaan darurat dan menp.esak Desa 

b. Paling banyak 300/0 (tiga puluh perkeratus) dari jumlah 
anggaran belanja Desa digunakan uptuk: 
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 

perangkat desa; 
2. operasional 

perkantoran; 
Pemerintah DesaI operasional 

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan 
Desa; dan 

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. 



Pasal18 

(1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal10 ayat (1) hurufb, terdiri atas Bidang: 
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
b . pelaksanaan pembangunan Desa; 
c . pembinaan kemasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dfill 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 

mendesak Desa. 
,2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ti) 

huruf a sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang 
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah 
dituangkan dalam RKP Desa. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan 
Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat 
dan mendesak yang terjadi di Desa. 

Pasal19 

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf a, dibagi dalam sub bidang: 

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan 
dan operasional pemerintahan Desa; 

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 
c. administrasi kependudukan, pencatjatan sipil, statistik, 

dan kearsipan; 
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan 

pelaporan; dan 
e. pertanahan. 

(2) Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, 
tunjangan dan operasional pemerintahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri at;as kegiatan: 

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala 
Desa; 

b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat 
Desa; 

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa meliputi kegiatan; 
1. Jaminan Kesehatan Kepala Desa; 
2. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa; 
3. Jaminan KetenagakeIjaan Kepala Desa; 
4 . Jaminan KetenagakeIjaan Perangk~t Desa 

d . Penyediaan Operasional Pemerinta;h Desa meliputi 
kegiatan: 
1. Belanja Barang Perlengkapan; 
2. Beianja Jasa Honorarium; 
3. Belanja PeIjalanan Dinas; 
4. Belanja Jasa Sewa; 
5. Belanja Operasional Perkantoran; 
6. Belanja Pemeliharaan; dan 
7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 

Masyarakat. 



e. Penyediaan Tunjangan BPD meliputi kegiatan: 
1. Tunjangan kedudukan BPD; dan 
2. Tunjangan kineIja BPD. 

f. Penyediaan Operasional BPD meliputi kegiatan; 
g. Penyediaan Insentif/Operasional RT / RW; 
h. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 
Pemerintahan beru pa tambapan penghasilan 
kelembagaan desa. 

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf h, meliputi: 

a. Tunjangan kineIja Kepala Desa dan perangkat Desa; 
b. Tunjangan kematian Kepala Desa dan perangkat Desa 
c . Tunjan gan hari raya keagamaan; 
d . Tu ja gan keh ormatan BPD; 
e. Tunjangan jabatan BPD. 

(4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, diberikan kepada Kepala Desa, dan atau perangkat 
Desa dalam bentuk dana luran jami:man kesehatan yang 
be saran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan 
jaminan sosial nasional. 

(5) Dalam hal jaminan kesehatan telah dianggarkan dalam 
APBD Kabupaten, Desa tidak menganggarkan kembali 
dalam APB Desa. 

(6) Tunjangan hari r ya keagamaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) angka 3 , diberikan kepada Kepala Desa dan 
atau perangka desa menjelang Hari Raya Idul Fitri atau 
hari raya keagamaan iainnya. 

(7) Kla sifika i belanja sebagaimana dimakfu d dalam Pasal 18 
a at (1) h ruf b, di agi dalam sub bidang: 

a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekeIjaan mum dan penataan ruan~; 
d . kawa san permukiman ; 
e. kehutanan dan lingkungan h idup; 
f. perhubungan, k m nikasi dan infoI1'1fatika; 
g. energi dan sumbe aya mineral; dan 
h . pariwisata . 

(8) Klasi kasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) huru c, dibagi dalam sub bidang: 
a. ketentraman, ketertiban, dan peiindupgan masyarakat; 
b. kebudayaan dan kegamaan; 
c. kepemudaan dan 0 ah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat. 

(9) Klasifikasi belanja sebagaimana dimakfud dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf d, dibagi dalam sub bidadg: 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian dan peternakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

keluarga; 



e. koperasi, usaha mikro keeil dan menengah; 
f. dukungan penanaman modal; dan 
g. perdagangan dan perindustrian. 

(10) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf e , dibagi dalam sub bidang: 
a. penanggulangan beneana; 
b. keadaan darurat; dan 
e. keadaan mendesak. 

Pasal20 

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud f alam Pasal 19 ayat 
(1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan. 

(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggun akan baha a Indonesia dan dapat disesuaikan 
dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. 

(3) Kegiatan yang tidak tereantum dalam daftar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dengan m~mberikan kode 90 
sampai dengan 99. 

(4) Kegiatan penerima an lain Kepala Desa dan perangkat Desa 
dengan kode rekenin g 90 sampai dengan 99 yang 
anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah 
bengkok atau sebutan lain danj atau b:jmtuan khusus pada 
sub bidan sebagaimana dima ksud dalarn Pasal 19 a yat {I} 
h uruf a. 

(5) Penambahan ke 'atan sebagaimana qimaksud pada ayat 
(4) 'dak ditera a n dalam ketentuan penggunaan paling 
banyak 30% (tiga pulu h per seratus) sebagaimana diatur 
dalam ketentuan pe a turan perundang-undangan. 

Pasal 21 

Jen is Belanja seb' gaimana dimaksu d dalarb Pasal 17 ayat (1), 
terdiri a tas : 
a . belanja pegawai; 
b . belanja barangj jasa; 
e. belanja m dal; dan 
d . belanja tak erduga. 

Pasal 22 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf a , dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, 
tunjangan, pe erimaan lain, .dan pembayacan jaminan sosial 
bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan 
Desa. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulant 

(4) Tunjangan hari raya keagamaan dan tali asih/pengarem­
arem Kepala Desa dan Perangkat Dess. dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2~ huruf h , diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Desa. 



(5) Pembayaran jaminan so sial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan dan kemampuan APB Desa. 

Pasal23 

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan 
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 
belas) bulan. 

(2) Belanja barangfjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan antara lain untuk: 
a. operasional pemerintah Desa; 
b. pemeliharaan saran a prasarana Desa; 
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; 
d. operasional BPD; 
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan 
f. pemberian barang pada mfisyarakat/kelompok 

masyarakat. 
(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana 

dimaksud pada ayat t2) huruf e yaitu bantuan uang untuk 
operasional lembaga Ru kun Tetangga/Rukun Warga u n tuk 
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, 
serta pemberdayaan masyaraka t Desa. 

(4) P mberian barang ada masyarakat/ kelompok masyarakat 
sebagaimana dimak ud pada ayat (2) huruf f d ilakukan 
untu k me un'ang p laksan aan kegiatan Desa. 

Pasa l 24 

(1) Belanja moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf c, di n akan u n tuk en geluaran pengadaan barang 
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 
menamb 

(2) Pengadaa 
digunakan 
Desa. 

aset . 
b rang sebagaim ana dimakrsud pada ayat (1) 
u n tuk giatan penyelenggfiraan kewenangan 

Pasal 25 

(1) Belanj tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf d me pa belan'a untuk kegia tan pada sub bidang 
penanggulangan encana, keadaan darurat, dan keadaan 
mendesak yang b rskala lokal Desa. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan nortnfll dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan teIjadi berulang; dan 
c. berada di luar kendali pemerintah Desa. 



(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 , merupakan upaya 
tanggap darurat akibat terjadinya bencana alarn dan bencana 
sosial. 

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat {i) merupakan upaya penanggulangan 
keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/ atau 
terancamnya penyelesaian pembangunan saran a dan 
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan 
terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan 
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar 
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. 

(6) kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan 
daru rat , dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(7) kegiatan pada su b bidang pen anggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 

yaitu pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan saran a prasarana untuk penanggulangan 
bencana, keadaan daru ra t dan kedaaan mendesak desa. 

(8 ) Sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan, pembangu nan, 
pengembangan dan pemeliharaan sar~a prasarana u ntuk 
penanggulangan ben cana , keadaan da.rurat dan kedaaan 
mendesak desa seba aimana dimaksud pada aya t (6) 
mel· uti: 
a. pembangunan jalan evakuasi bencana; 
b. pengadaan sar na prasarana pengungsian; 
c. pembersihan lingku ngan yang terkena ben can a ; 
d . rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan, peru mahan 

yang terkena bencana; 
e . Penga daan, pembangun an, peJ:1lgem bangan dan 

pemeliharaan arana prasarana untuk penanggulangan 
bencana, keadaan darurat dan kedaa.an mendesak desa 
lainn a . 

Pasal 26 

(1 ) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalarn 
Pa 2 1 huruf b digunakan u ntuk pengeluaran 
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya 
kurang dari 12 dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), antara lain : 

a. Belanja Barang Perlengkapan; 
b . Belanja Jasa Honorarium; 
c. Belanja Perjalanan Dinas; 
d. Belanja Jasa Sewa; 
e . Belanja Operasional Perkantoran; 
f . Belanja Pemeliharaan; 
g. Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada 

masyarakat. 



(3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat 
dan pemberian uang kepada masyarakatjkelompok 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, 
dilakukan untuk menunjang pelaksanran kegiatan. 

Pasal27 

(1) Belanja Modal sebagaimana dimakshd dalam Pasal 21 
huruf c, digunakan untuk pengehlaran dalam rangka 
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang hasil 
keluarannya (output) mempunyai manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan. 

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunak~ untuk kegiatan 
penyelenggaraan kewenangan desa. 

(3) Beianja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), antara lain: 
a. Belanja Modal Pengadaan Tanah; 
b . Belanja Modal Peralatan, Mesin, d~ Alat Berat; 
c. Belanja Modal Kendaraan; 
d. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman; 
e. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jal~; 
f. Belanja Modal Jembatan berskala lokal desa; 
g. Belanja Modal lrigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase/ Air 

Limbah/Persampahan; 
h. Belanja Modal Jaringan/lnstalasi; 
i. Belanja Modallainnya 

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub 
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
keadaan mendesak yang berskala lokal pesa. 

Pasal28 

Besaran nilai satuan harga belanja pegawai, barang dan jasa, 
belanja modal dan belanja tak terduga mengacu pada standar 
harga di desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan 

Pasal29 

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat {l} huruf .c, meliputi semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas kelompok : 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
{2} huruf a, mencakup : 



a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 
sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali 

tanah dan bangunan; dan 
d. Pinjaman Desa. 

(4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain pelampauan 
target penerimaan pendapatan, penghrmatan belanja, dan 
sisa dana kegiatan lanjutan, dan dana ~egiatan yang belum 
dapat dilaksanakan pada tahun yang berkenaan. 

(5) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) merupakan penenmaan 
pembiayaan yang digunakan untuk: 

a. menutupi defisit anggaran apabila tealisasi pendapatan 
lebih kecil dari pada realisasi belanja, 

b. mendanai pelaksanaan kegiatan yang belum 
dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya; dan 

c. mendanai pelaksanaan kegiatan lainnya yang sampai 
dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan 
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke 
rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. 

(7) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan peraturan Desa. 

(8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
paling sedikit memuat: 
a. penetapan tujuan pembentukan daI1a cadangan; 
b . program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 

cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang 

harus dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan 

(9) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam 
penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa 
yang dipisahkan. 

(10) Pinjaman Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
huruf d adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa 
menerima sejumlah uang atau mene:nima manfaat yang 
bemilai uang dari pihak lain sehingga Desa tersebut 
dibebani kewajiban membayar kembali untuk membiayai 
kegiatan sesuai bidang kewenangan desGi-. 

(11) Pinjaman Desa merupakan altematif sumber pembiayaan 
APB Desa dan/ atau untuk menutup ke~rangan kas. 

(12) Pemerintah Desa dilarang melakukan pinjaman langsung 
kepada pihak luar negeri. 

(13) Pinjaman Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) 
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Desa. 



(14) Pinjaman Desa ditetapkan dalam P~aturan Desa paling 
sedikit memuat : 
a. penetapan tujuan pembentukan pinjaman desa; 
b. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman desa; 
c. besaran dan rincian tahunan pinjafuan desa yang harus 

dianggarkan; 
d. sumber dana pinjaman desa; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan pinjaman desa. 
f. Masa pembayaran Pinjaman Desa tidak boleh melebihi 

tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. 

Pasal30 

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (2) hurufb, terdiri dari : 
a . Pembentukan Dana Cadangan; 
b. Penyertaan modal Desa;dan 
c. Pembayaran hutang desa. 

Pasal31 

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 huruf a untuk mendanai kegiatan yang 
penyediaan dananya tidak dapat se~aligus/ sepenuhnya 
dibebankan dalam 1 (satu) tahun angg8jran. 

(2) Dana cadangan sebagaimana dimak~ud pada ayat (1) 
seperti biaya pemilihan Kepala Desa, pymbangunan sarana 
infrastruktur Desa yang harus dilak~anakan pada satu 
periode waktu tertentu dan tidak mampu dibiayai dalam 1 

{satu~ tahun anggaran. 
(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang 
Pembentukan Dana Cadangan. 

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
paling sedikit memuat : 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 

cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang 

harus dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan 
Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya te1ah 
ditentukan seCara khusus berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditempatkan pada rekening dana cadangan yang 
terpisah dari rekening kas desa. 

(7) Penganggaran dana cadangan tidak m~lebihi tahun akhir 
masa jabatan Kepaia Desa. 



Pasal32 

(1) Penyertaan modal sebagaimana dima1,<sud dalam Pasal 30 
huruf b, antara lain digunakan u d tuk menganggarkan 
kekayaan pemerintah Desa yang diinv~stasikan dalam BUM 
Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau 
pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang 
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa 

13' Penyertaan modal sebagaimana dim~ud pada ayat {2) 
dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat 
dijual. 

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati mengenai Pendirian, pengurusan dan 
pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. 

BABIV 
PENGELOLAAN 

Pasal 33 

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 
a . perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penatausahaan 
d. pelaporan; dan 
e. pertanggungjawaban 

Pasal 34 

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimrura dimaksud dalam 
Pasal 33 dilakukan dengan Basis Kas. 

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau 
dikeluarkan dari rekening kas Desa. 

(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan 
menggunakan sistem informasi yang dilfelola Kementerian 
Dalam Negeri. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal35 

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 
perencanaan penerimaan dan pengeluc,tran pemerintahan 
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan 
dalam APB Desa. 



(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan pet\lyusunan rancangan 
APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan 

I 
pedoman penyusunan APB Desa ~ang diatur dengan 
Peraturan Bupati setiap tahun. 

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dima~sud pada ayat (2) 
paling sedikit memuat: 
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten 

dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; 
b. prinsip penyusunan APB Desa; 
c. kebijakan penyusunan APB Desa; 
d . teknis penyusunan APB Desa; dan 
e. hal khusus lainnya. 

Pasa136 

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa ke ada Kepala Desa. 

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan Ifepala Desa kepada 
BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam 
musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat 
bulan Oktober tahun berjalan. 

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rapcangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, 
Pemerintah Desa anya dapat melakukan kegiatan yang 
berkenaan dengan pengeluarCiUl operasional 
penyele ggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan 
pagu tahun se e umn a. 

(5) Kepala D sa menetapkan Peratu ran Kepala Desa sebagai 
dasar pelaks aan kegiatan sebagaimapa dimaksu d pada 
ayat (4). 

7 

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD 
sebagaimana dimaks d dalam Pasal 35 ayat (3), Kepala 
Desa menyiap n Rancangan Peratu:ran Kepala Desa 
mengenai penjabaran APB Desa. 

(2) Sekretari Desa mengkoordinasikan penyusunan 
Rancangan Pera uran Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

Pasal 38 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan Kepala 
Desa kepada Bupati melalui Camat pal~g lambat 3 (tiga) 
hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan 
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa. 



(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan dokumen paling sedikit melipJti: 
a. surat pengantar; 
b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran 

APB Desa; 
c. peraturan Desa mengenai RKP Desr; 
d. peraturan Desa mengenai kewena~gan berdasarkan 

hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana 

cadangan, jika tersedia; 
f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika 

tersedia; dan 
g. berita acara hasil musyawarah BPD. 

Pasal39 

(1) Bupati dapat mengundan.g Kepala Desa dan jatau 
Perangkat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditu angkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan 
kepada Kepala Desa paling la ma 20 (dua puluh) hari keIja 
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam 
batas waktu sebagaimana dimaksttd pada ayat (2), 
rancangan Peratur Desa berlaku denpan sendirinya . 

(4) Dalam ha hasil evaluas ' sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah sesua ' dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan ang lebih tinggi, kepentin gan umum, dan RKP 
Desa, selanju a Kepala Desa menetapkan menjadi 
Peraturan Desa. 

(5) Dalam ha hasil evalu asi sebagaimana <llimaksud pada ayat 
(2) tidak ses . d ngan ketentuan pe1faturan perundang­
undangan yang lebih tinggi, kepentin g4Ul u mum , dan RKP 
Desa , Kep a Desa bersama BPD melakukan 
penyempumaan palin g lama 20 (dua pUluh) hari keIja 
terh itung se ' ak diterimanya h asil evaluasi. 

Pasal40 

(1) Apabila h a sil evaluasi sebagaimana diII1aksud dalam Pasal 
39 ayat (2) tidak ditindaklanjuti olen Kepala Desa dan 
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa 
ten tang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa 
manjadi Peraturan Kepala Desa, Bulpati membatalkan 
peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati. 



(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksa;naan Peraturan Desa 
dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari keIja 
setelah pembatalan sebagaimana diniaksud pada ayat (1) 
dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaim~a dimaksud pada 
ayat (1) Kepala Desa hanya dapat me,akukan pengeluaran 
terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa 
dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai 
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati. 

Pasal41 

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa kepada Camat. 

Pasal42 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 
dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan 
Desa tentang APB Desa. 

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 
Desember tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala 
Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan 
pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB 
Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB 
Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari keIja setelah 
ditetapkan. 

Pasal43 

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa 
kepada masyarakat melalui media informasi. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. APB Desa; 
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang 

melaksanakan kegiatan; dan 
c. alamat pengaduan. 

Pasal44 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa 
apabila teIjadi: 
a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun anggWfffi beIjalan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan 

pembiayaan tahun beIjalan yang akan digunakan 
dalam tahun berkenaan; 



c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 
pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar 
kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 
harus digunakan dalam tahun anggaran beIjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan 
luar biasa. 

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan peraturan Desa Il}engenai perubahan 
APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. 

Pasal45 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap 
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB 
Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa ditetapkan. 

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan apabila terjadi: 
a . penambahan dan/ atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun anggaran beIjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan haru~ segera dilakukan 

pergeseran antar objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya 

dan menyebabkan SiLPA akan d"laksanakan dalam 
tahun anggaran beIjalan. 

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai 
penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan 
penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada 
Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan 
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. 

Pasal46 

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai 
APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasa147 

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 
penerimaan dan pengeluaran Desa r ang dilaksanakan 
melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk 
Bupati. 



(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda 
tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangap. 

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat 
yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda 
tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.. 

Pasal48 

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaima]fla dimaksud dalam 
Pasal47 dilaporkan Kepala Desa kepadfl Bupati. 

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada 
Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur 
Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
untuk pengendalian penyaluran dana transfer. 

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah 
tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional 
pemerintah Desa. 

(5) Besaran jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh 
Juta Rupiah). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal49 

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling 
lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peratliran Desa tentang 
APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APB Desa ditetapkan. 
DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran De~a; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya. 
Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a merinbi setiap kegiatan, 
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang telah dianggarkan. 
Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, 
waktu pelaksanaan kegiatan, pelflksana kegiatan 
anggaran, dan tim yang me1aksanakan kegiatan. 
Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap 
kegiatan. 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan 
rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris 
Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



Pasal50 

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 
menyerahkan rancangan DPA. 

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah 
diveriftkasi oleh Sekretaris Desa. 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasa151 

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB 
I 

Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya 
perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, 
Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. 
DPPA sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran D~sa Perubahan; dan 
b. Rencana Anggaran Biaya Perubah81l. 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan 
rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris 
Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Sekretaris Desa melakukan verifikafi rancangan DPPA 
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 
menyerahkan DPPA. 
Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah 
diveriftkasi oleh Sekretaris Desa. 

Pasal52 

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa 
berdasarkan DPA yang telah disetujui E:epala Desa. 

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Kepala Desa mel~ui Sekretaris Desa. 

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan 
RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan. 

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah 
diverifikasi Sekretaris Desa. 

Pasal53 

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat arus 
kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur 
penarikan dana dari rekening kas untuk m~ndanai pengeluaran 
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa 

Pasal54 

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari 
Pendapatan AsH Desa, transfer dan pendapatan lain. 

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 



Pasal 55 

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 53 
memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. 

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat 
persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung 
jawab atas kebenaran material yang timbul dari 
penggunaan bukti tersebut. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan 
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua 
pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. 

Pasal56 

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA 
yang telah disetujui Kepala Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/ atau 
penyedia barang/ jasa. 

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diutamakan melalui swakelola. 

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan dengan memaksirp.alkan penggunaan 
material/bahan dari wilayah setempa~ dan gotong royong 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk 
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan 
masyarakat setempat. 

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan 
dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang 
dianggap marnpu dan memenuhi persyaratan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tat~ cara pelaksanaan 
kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati 
berpedoman pada peraturan p~rundang-undangan 

mengenai pengadaan barangfjasa di Desa. 

Pasal57 

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
spp dalarn setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai 
dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan 
nominal sarna besar atau kurang dari l ang tertera dalarn 
DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 



• 
Pasal58 

(1) Penggunaan anggaran yang diterima (iari pengajuan SPP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 untuk kegiatan 
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 
10 (sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum 
dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) l;1ari keIja, Kaur dan 
Kasi pelaksana kegiatan anggaran wfjib mengembalikan 
dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk 
disimpan dalam kas Desa. 

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas 
umum dan buku pembantu panjar. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti 
transaksi pembayaran pengadaan barang/ jasa kepada 
Sekretaris Desa. 

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuai~ bukti transaksi 
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan 
anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeh,laran pembayaran 
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
mengembalikan sisa uang ke kas Desa. 

Pasal59 

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya 
dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan 
setelah barang/ jasa diterima. 

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan: 
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan 
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaim~a dimaksud pada 
ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban Uhtuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 
APB Desa yang tercantum dalam permintaan 
pembayaran; 

c. menguji ketersedian dana untuk kegtatan dimaksud; 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur 

dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak 
memenuhi persyaratan yang ditetapl<:an. 

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai 
dengan hasil veriflkasi yang dilakuk~ oleh Sekretaris 
Desa. 



(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai 
dengan besaran yang tertera d~am SPP setelah 
mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. 

(6) Pencairan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa 
wajib melampirkan SPP Pencairan; 

(7) Pihak bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi pencairan 
anggaran pemerintah desa dapat m~nyetujui pencairan 
anggaran desa dengan syarat dokumen SPP pencairan 
dilampirkan sebagai dokumen pendukung untuk 
pencairan anggaran desa. 

Pasal60 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib 
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan 
dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak seluruh kegiatan selesai. 

Pasal61 

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak 
terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui 
sekretaris Desa. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi ~erhadap RAE yang 
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa 
menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja 
tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh 
sekretaris Desa. 

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak 
terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak 
keputusan Kepala Desa ditetapkan. 

Pasal62 

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang meny~babkan beban atas 
anggaran Belanja Desa dikenakan p~ak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan 
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, 
barang/jasa, dan modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seIuruh penerimaan 
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



Pasal63 

Arus kas rnasuk dan arus kas keluar sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 53 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal29 dan Pasal 30 diat}ggarkan dalam APB 
Desa. 

Pasal64 

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a 
digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 

lebih kecil daripada realisasi belanja; dan 
b. rnendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) puruf a merupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan 
pendapatan dan/ atau penghematatl belanja tahun 
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan­
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun 
anggaran berkenaan. 

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang 
belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran 
dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
mengajukan kembali rancangan DP4\ untuk disetujui 
Kepala Desa menjadi DPAL untuk men~anai kegiatan yang 
belum selesai atau lanjutan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b. 

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam 
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir 
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada 
Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember 
tahun anggaran berjalan. 

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan 
sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL. 

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi <;lasar penyelesaian 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pad a tahun 
anggaran berikutnya. 

Pasal65 

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal29 ayat (3) huruf b dan pernbentukan dana cadangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dicatatkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran 
dana cadangan dalam rekening kas Desa. 



, 
(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai 
program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan. 
Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi 
untuk melaksanakan program dan kegir tan. 
Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB 
Desa. 

Pasal66 

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf b dicatat pada pengeluaran pemb~ayaan. 

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana 
dimaksu d pada aya t (1) dimasukan sebagai pendapatan 
asH De a . 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal 67 

(1) Penatausahaan keu angan dilakukan oleh Kaur Keuangan 
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaah. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 
pengeluaran d am buku kas umum . 

(3) Pencataan p a buku kas umum sebagaimana dimaksud 
pad a aya t (2) dit u p eti p akhir bulan . 

sal 68 

(1) Kaul' e angan wajib mem buat buku pembantu kas 
umum yang t r iri atas: 
a. buku pem antu bank; 
b. buku pembant pajak; dan 
c. buk pembant panjar. 

(2) Bu ku pem bantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meru pakan catatan penerimaan dan 
penge uaran m lalui reke 'ng kas Desa. 

(3) Bu u pembantu pajak seba gaimana dimaksud pada ayat 
(1) huru b merupakan catatan penerim9-an potongan pajak 
dan pengeluar setoran pajak. 

(4) Buku pembant panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c merupakan catatan pemberian dan 
pertanggungjawaban uang panjar. 

Pasal69 

Penerimaan kas Desa disetor ke rekening kas Desa dengan 
cara: 
a . disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten disetor 
melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/ atau 
kantor pos oleh pihak ketiga; dan 



b. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang 
diperoleh dari pihak ketiga. 

Pasal 70 

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan 
RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa ulutuk kegiatan yang 
dilakukan secara swakelola dikel,,}arkan oleh Kaur 
Keuangan kepada Kaur dan Kasi !pelaksana kegiatan 
anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta 
telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang 
dilakukan melalui penyedia barangfjasa dikeluarkan oleh 
Kaur Keuangan langsung kepada penyt dia atas dasar DPA 
dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran dan telah disetujui oleh Kepaia Desa. 

(4) Penge uaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, 
dilakukan secara I ngsung oleh Kaur Keuangan dan 
diketah ui oleh Kepala Desa. 

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan 
kuitansi pengeluar dan kuitansi penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandat gani ole Kaur Keuangan. 

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh penerima dana. 

(1 ) 

(2) 

(3) 

Pasal 71 

Buku ka s umum yang ditutup sftiap akhir bulan 
sebagaim a dimaksud dalam Pasal67 ayat (2) dilaporkan 
oleh Ka ur Ke angan kepada Sekretaris Desa paling lambat 
tanggal l O (se u luh) bulan berikutnya. 
Sekretaris Desa m lakukan veriflkasi, evaluasi dan analisis 
atas laporan sebagaimana dimaksud papa ayat (1 ). 
Sekretaris Desa mela orkan hasil verifikasi, evaluasi dan 
analisis sebagaimana dimaksud pada aya t (2) disampaikan 
kepada Kepala Desa u ntuk disetujui. 

Bagian Keempat 
Pelaporan 

Pasal 72 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB 
Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan 
b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagairana dimaksud 
pada ayat (2) dengan cara menggabungWan seluruh laporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal60 paling lamb at 
minggu kedua bulan Juli tahun beIjalan. 



Pasal 73 

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB 
Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina 
Pemerintahan Desa paling lambat minggu ~edua Bulan Agustus 
tahun beIjalan. 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban 

Pasal 74 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap 
akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagainlana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga ) bulan setelah 
akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disertai dengan: 
a . laporan keuangan, terdiri atas: 

1. laporan realisasi APB Desa; dan 
2 . catatan ata laporan keu angan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 
c. daftar program sektoral, program daerah dan program 

lainnya ang mas k ke Desa. 
(4) Laporan Pertan n gjawaban sebagaimana dimaksud ayat 

( 1) meru Pakan agian dari laporap penyelenggaraan 
Pemerintahan es akhir tahun anggaran. 

(5) Bu pati menyampaikan laporan kC)nsolida si realisasi 
pelaksanaan APB De a kepada Menteri melalui Direktur 
J enderal Bina Pem erintahan Desa paling lambat minggu 
kedua Bu lan April tahun beIjalan. 

Pa al 75 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 
74 diinformasikan kepada masyarata t melalui media 
informasi. 

(2) Informasi sebag · ana dimaksud patla ayat (1) paling 
sedi it memuat: 
a. laporan realisasi APB Desa; 
b. laporan reali asi kegia tan; 
c. kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana; 
d. Slsa anggaran; an 
e. alamat pengaduan. 



Pasal 76 

Fonnat Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan 
Bupati tentang Penyusunan APB Desa, Pe~aturan Desa tentang 
APB Desa, Peraturan Kepala Desa tent'flg Penjabaran APB 
Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB 
Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, 
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, 
SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan 
Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, 
Peraturan Kepala Desa ten tang Perubahan Penjabaran APB 
Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, 
Laporan Pelaksanaan PB Desa Semester Pertama, dan Laporan 
Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

B V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 77 

(1) Pemerintah Daerah Provinsi melakuk~ pembinaan dan 
pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana 
Desa, AI ka i Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah 
dan retribusi daerah kabupaten dan bantuan keu angan 
kepa a Desa. 

(2) Bupati me bina dan mengawa si pelaksanaan pengelolaan 
keuangan desa ang dikoordinasikan d~ngan APIP Daerah 
Kabupaten . 

BAB VI 
ETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 78 

Keru gian Desa yang terjadi karena aqanya pelanggaran 
admin istratif danl atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KE ENTU N PERALIHAN 

Pa 79 

(1) Pengelolaan keuang n Desa yang saat ini masih berjalan 
berdasarkan Peraturan Bupati Tasik1;nalaya Nomor 29 
Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
di Kabupaten Tasikmalaya tetap berlaku sampai tahun 
2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Bupati ini. 



(2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa 
tahun anggaran 2019 

BAB VIII 
PENUTUP 
Pasal80 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan 
Bupati Tasikmalaya nomor 29 Tabun 2015 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor ~), die abut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasa181 

Peraturan Bupati In! mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 31 Desember 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Drs. H .IIN AMINUDIN, MSi 
Nip. 196309291985031013 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 31 Desember 2018 

ALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 52 



LAMPI RAN 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
52 TAHUN 2018 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DjESA 

A. Format Kode Rekening 
A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan 

Kode BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN 
Rekening 
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAlIAN DESA 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan 
kegiatan y ang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi 
p emerintahan Desa yang mencakup: 

1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Ma ksimal 30 % 
untuk kegiatan 1-7) 

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 
1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 
1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD 

dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ a tribut, 
listrik/ telpon, dll) 

1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), 

perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, peIjalanan dinas, 
listrik/telpon, dll) 

1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT / RW 
1 1 90-99 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja. Penghasilan Tetap, 

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 

1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasa rana Pemerinf.ahan Desa 
1 2 01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan 
1 2 02 Pemeliharaan Gedu ng/Prasarana Kantor Desa 
1 2 03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedun g/ Prasarana Kantor 

Desa** 
1 2 90-99 lain-lain kegiatan sub b idang sarana dan prasarana pemerintahan 

Desa* 

1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Penca.tatan Sipil, Statistik 
dan Kearsipan 

1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, KartU Keluarga, dll) 

1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran ProID Desa (profil 
kependudukan dan potensi desa)** 

1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan peme~tahan desa 
1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 
1 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, 

pencatatan sipil, statistik dan kearsipan* 



" 

I 

1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan 

1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan DesajPembahasan 
APBDes (Musdes, MusrenbangdesjPra-Musre~bangdes, dll., bersifat 
reguler) 

1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (mu sdus, rembug warga, 
dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 

1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJ¥DesjRKPDes,dll) 
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesj APBDes 

Perubahanj LPJ APBDes, dan seluruh dokumeu terkait) 
1 4 05 Pengelolaanj AdministrasijlnventarisasijPenilaian Aset Desa 
1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (PerdesjPerkades, dll - diluar dokumen 

Rencana PembangunanjKeuangan) 
1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desajpenyelen¥araan Pemerintahan 

Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, 
laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada 
masyarakat) 

1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa I 

1 4 09 Koordinasij KeIjasama Penyelenggaraan !Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa (Antar Desaj KeCamaUWj Kabupaten, Pihak 
Ketiga, dll)** 

1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala 
Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 

1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayah8f1 dan pengiriman 
kontingen dalam mengilruti Lomba Desa 

1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, 
keuangan dan pelaporan* 

1 5 Sub Bidang Pertanahan 
1 5 01 Sertiftkasi Tanah Kas Desa 
1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian 

Registrasi Agenda Pertanahan) 
1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 
1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan 

I 

1 5 05 Penyuluhan Pertanahan 
1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
1 5 07 PenentuanjPenegasanjPembangunan BatasjPatok Tanah Desa ** 
1 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan* 

2 BIDAl'fG PELAKSAl'fAAN PEMBANGUNAl'f DES~ 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan 
kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan 
umum) dan lain-lain. 
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan 

tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti 
pengembangan dan pembinaan 

2 1 Sub Bfdang Pendfdfkan 

2 1 01 Penyelenggaraan PAUD jTKj TPAj TKAj TPQj Madrasah Non-Formal 
Milik Desa**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, 
dst) 



2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 
2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan 

Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa ** 
2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAun /TK/TPA/ TKA/TPQ 

/Madrasah Non- Formal Milik Desa** 
2 1 06 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 

Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ 
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** 

2 1 07 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan $arana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** 

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku 
Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) 

2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 
2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berpnestasi 
2 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* 

I 
2 2 Sub Bidang Kesehatan 
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa 

(Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan besa/Perawat Desa; 
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, 
dst) 

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tamba.¥n, Kelas Ibu Hamil, 
Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang KesehataIlj (untuk Masyarakat, 
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dil) 

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan 'I'radisional 
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Po1ip.des/PKD 
2 2 09 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan 

Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD ** 
2 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* I 

I 

2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
2 3 0 1 Pemeliharaan J alan Desa 
2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Qang 
2 3 03 Pemeliharaa n J alan U saha Tani 
2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 
2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, 

Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 
2 3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/B~ Kemasyarakatan 
2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik 

Desa/Petilasan Milik 
2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa 
2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 
2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penge~asan Jalan Desa ** 
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/PengeIiasan Jalan 

Lingkungan Permukiman/ Gang ** 

I 



2 3 12 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha 
Tani** 

2 3 13 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan J embatan Milik 
Desa ** 

2 3 14 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa 
(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana 
Jalan lain) ** 

2 3 15 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai 
Kemasyarakatan** 

2 3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik 
Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 

2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** 
2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 
2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan EmbUing Desa ** 
2 3 20 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan MOhumen/ Gapura/Batas 

Desa ** 
2 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pekeIjaan umum dan penataan ruang* 

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon 

Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dil) 
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, 

dil) 
2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, 

dll., diluar prasarana jalan) 
2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK urnum, dil 

2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampala. Desa/Permukiman 
(Penampungan, Bank Sampah, dil) 

2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah 
Rumah Tangga) 

2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Mi1.lk Desa 
2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 
2 4 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan SumQer Air Bersih Milik 

Desa (Mata Air / Tandon Penampungan Air HtUall/ Sumur Bor, dil)** 

2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Samb}lngan Air Bersih ke 
Rumah Tangga (pipanisasi, dil) ** 

2 4 13 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman 
(Gorong-gorong, Selokan, Parit, dil., diluar prasarana jalan) ** 

2 4 14 Pembangunan/ Rehabilitas /Peningkatan Fflsilitas Jamban 
Umum/MCK umum, dll ** 

2 4 15 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan 
Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dil)** 

2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air 
Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** 

2 4 17 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Tam?D-/Taman Bermain 

Anak Milik Desa** 
2 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan 

pemukiman* 



2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa 

I 

2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa I 

2 5 03 Pelatihanj SosialisasijPenyuluhanjPenyadaran tentang Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 

2 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lmgkungan Hidup* 

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 
2 6 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal Pembuatan 

PosterjBaliho Informasi penetapanjLPJ APBDes untuk Warga, dll) 
2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan J aringanj Instalasi Komunikasi dan 

Informasi Lokal Desa I 

2 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Kom unikasi, dan 
Informatika* 

2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 
2 7 02 Pembangunanj Rehabilitasij Peningkatan Sar~a dan Prasarana 

Energi Alternatif tingkat Desa ** 
2 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* 

2 8 Sub Bidang Pariwisata 
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 
2 8 02 Pembangunanj Rehabilitasij Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pariwisata Milik 
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa I 
2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* I 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DE$A 
Bidang pembinaan kemasy arakatan berisi sub bidang dan kegiatan 
untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat 
/Zembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses 
pembangunan desa yang mencakup: 

3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umuf' dan Pelindungan 
Masyarakat 

3 1 0 1 PengadaanjPenyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan 
pos, pengawasan pelaksanaan jadwal rondaj patroli dll) ** 

3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga KeamananjKetertiban 
oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 

3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertib:;m, dan Pelindungan 
Masyarakat (dengan masyarakatj instansi pemerintah daerah, dll) 
Skala Lokal Desa 

3 1 04 Pelatihan KesiapsiagaanjTanggap Bencana Skala Lokal Desa 
3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan MaSyarakat Miskin 
3 1 07 Pelatihanj Penyuluhanj Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang 

Hukum dan Pelindungan Masyarakat 
3 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Pelindungan Masyarakat* 

I 



3 2 Sub Btdang Kebudayaan dan Keagamaan 
3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 
3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai 

Wakil Desa di tingkat KeCamatan dan Kabupaten/Kota 
3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, AdM/Kebudayaan, dan 

Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) 
tingkat Desa 

3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Runruah 
Adat/ Keagamaan Milik Desa ** 

3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Dt1sa ** 

3 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* 

3 3 Sub Btdang Kepemudaan dan Olah Raga 
3 3 0 1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil 

Desa di tingkat KeCamatan dan Kabupaten/Kota 
3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepetpudaan, Penyadaraan 

Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 
3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat 

Desa 
3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemutlaan dan Olah Raga 

Milik Desa** 
3 3 05 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 
3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 
3 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan blah Raga* 

I 
3 4 Sub Btdang Kelembagaan Masyarakat I 

3 4 01 Pembinaan Lembaga Ada t 
3 4 02 Pembinaan LPMD 
3 4 03 Pembinaan PKK 
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lem baga Kemasyarakatan 
3 4 90 Pembinaan MUID 
3 4 9 1 Pembinaan Karang taruna J 
3 4 92 Pembinaan Linma s 
3 4 93 Pembinaan Posyandu 
3 4 94 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyaraka t* 

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan 
kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan p emahaman, kapasitas 
masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang 
mencakup: 

4 1 Sub Btdang Kelautan dan Pertkanan 
4 1 01 Pemeliharaan KarambajKolam Perikanan Darat lMilik Desa 
4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 
4 1 03 PembangunanjRehabilitasij Peningkatan Karambaj Kolam Perikanan 

Darat Milik Desa** 
4 1 04 Pembangunanj Rehabilitasij Peningkatan Pel3.buhan Perikanan 

Sungai/Kecil Milik Desa** 
4 1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/ dst) I 



4 1 06 PelatihanjBimtekjPengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 
Perikanan DaratjNelayan ** 

4 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan pedkanan* 

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan 

pengolahan pertanian, penggilingan Padij jagu~g, dIl) 
4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan 

peternakan, kandang, dll) 
4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 
4 2 04 Pemeliharan Saluran lrigasi Tersier j Sederhana 
4 2 05 PelatihanjBimtekj Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 

Pertanianj Peternakan * 
4 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan* 

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
4 3 01 Peningkatan kapasitas Kepala Desa 
4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 
4 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa 

4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempua n, PerZindungan Ana k dan 
Keluarga I 

4 4 01 PelatihanjPenyuluhan Pemberdayaan Perempue.n 
4 4 02 Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak 
4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang 

disabilitas) 
4 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempu a n dan 

Perlindungan Anak* 

4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mi kro Keei l dan Menengah (UMKM) 
4 5 0 1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KlID j UMKM 
4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Keeil dan Menengah 

serta Koperasi 
4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pen gembangan Ekonomi 

Pedesaan Non- Pertanian 
4 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah* 

4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM 

Desa) 
02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh 

Desa) 
90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal* 

4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 
4 7 01 Pemeliharaan Pasar DesajKios milik Desa 
4 7 02 PembangunanjRehabilitasijPeningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa 

** 
4 7 03 Pengembangan Industri keeillevel Desa 

I 



4 7 04 Pembentukanj FasilitasijPelatihanj Pendampingan kelompok usaha 
ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dil) 
** 

4 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian* 

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENeANA, KEADAAN DARURAT DAN 
MENDESAK 
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 
Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan 

darurat dan mendesak: 

5 1 Sub Btdang Penanggulangan Bencana I 
Penanggulangan Bencana 

5 2 Sub Btdang Keadaan Darurat 
Keadaan Darurat I 

5 3 Sub Btdang Keadaan Mendesa k. I 
Keadaan Mendesak 

* =(Penambahan kegiatan dilakukan oleh desa) 
** =(Untuk penamaan kegiatan pilih salah satu sesuai kebutuhan desa , misal 

Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau peningkatan, atau pengerasan) 



A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 

Kode Rekening 

Uraian 
a b c D 
4 PENDAPATAN 
4 1 Pendapatan AsH Desa 
4 1 1 Hasil Usaha -- - -~ 

--
4 1 1 01 Bagi Hasil BU M Desa 
4 1 1 90-99 Hasil usaha Desa lain berdasarkan kewenangan Desa 
4 1 2 ~asil Aset 
4 1 2 01 lPengelolaan Tanah Kas Desa 
4 1 2 02 trambatan Perahu 
4 1 2 03 lPasar Desa 
4 1 2 04 Irempat Peman dian Umum 
4 1 2 05 Jaringanlrigasi Desa 
4 1 2 06 Pelelangan Ikan Milik Desa 
4 1 2 07 Kios Milik Desa 
4 1 2 08 Pemanfaatap LapanganjPrasarana Olah raga Milik Desa 
4 1 2 90-99 Hasil aset Desa lain berda sarkan kewenan gan Desa 
4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
4 1 3 01 ~wadaya, partisipa si dan gotong royong 
4 1 3 90-99 !Lain-lain Swadaya, Pa.rtj.sipasi dan Ootong Royong 
4 1 4 ~in-lain Pendapatan Asli Desa 
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa 
4 1 4 90-99 Lain-lain Pendapatan AsH Desa lain berdasarkan kewenang~ hak asal-usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa 
------ -- -------- ------- ----------------- --



4 2 Transfer 
4 2 1 lDana Desa 
4 2 1 01 lDana Desa 
4 2 2 ~agian dari Hasil Pajak dan Retribu si Daerah Kabupaten 
4 2 2 01 ~agian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
4 2 3 iAlokasi Dana Desa 

- 4 2 -S 01 iAlokasi Daria flesa -- - -" - , 

4 2 4 lBantuan Keuangan Provinsi 
4 2 4 01 lBantuan Keuangan dari APBD Provinsi 
4 2 4 90-99 [Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 
4 2 5 lBantuan Keuangan APBD Kabupaten 
4 2 5 01 lBantuan Keuangan APBD Kabupaten 
4 2 5 90-99 iLain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten 
4 3 Pendapatan Lain-lain 
4 3 1 iPenerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 
4 3 1 01 "iPenerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 
4 3 2 iPenerimaan dari Hasil Kerjasama Desa den gan Pihak Ketiga 
4 3 2 01 iPenerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 
4 3 3 iPenerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 
4 3 3 01 lPenerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 
4 3 4 'lI-fibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 
4 3 4 01 lHibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 

i 

lKoreksi kes~ahan belanja tahun-tahun anggara,n sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas 
, 

4 3 5 lDesa pada tahun anggaran berjalan I 

4 3 5 01 lKoreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas 

I lDesa pada tahun anggaran berjalan 



.. .. :' 
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4 3 6 ~unga Bank 
4 3 6 01 Bunga Bank 
4 3 9 ~-lain pendapatan Desa yang sah 
4 3 9 90 lHasil penjualan aset desa selain tanah yang tidak dipisahkan 

91 lruntutan ganti rugi (TGR) 

- - ----

5 BELANJA 
5 1 Belanja Pegawai 
5 1 1 lPenghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 
5 1 1 01 lPenghasilan Tetap Kepala Desa 
5 1 1 02 IIUnjangan Kepala Desa 
5 1 1 90-99 lPenerimaan Lain Kepala Desa yang Sah 

5 1 2 fenghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 

5 1 2 01 lPenghasilan Tetap Perangkat Desa 

5 1 2 02 lrunjangan Perangkat Desa 
5 1 2 90-99 lPenerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah 

-


